
AFRIN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT 

GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17 

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8 TEL : 3811308, 3505006. 3813269, 3447017 	TLX 3844492, 3458540 
3842440 

JAKARTA- 10110 	 PST : 4213.4227,4209.4135 	 FAX : 3811786, 3845430. 3507576 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT 

NOMOR: HK. 103/4/16/DJPL-18 

TENTANG 

TATA CARA PENERIMAAN, PENYETORAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN 

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 

YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, 

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan 

Laut Nomor HK 103/2/ 14/DJPL-16 tentang Tata Cara 

Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, telah mengatur 

mengenai mekanisme pencairan dana Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) dengan menggunakan mekanisme 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 

b. bahwa untuk meningkatkan optimalisasi daya serap 

penggunaan dana PNBP, perlu dilakukan perubahan 

pada mekanisme pencairan dana PNBP sehingga menjadi 

mekanisme pencairan dana PNBP secara terpusat dengan 

menggunakan metode Maksimum Pencairan (MP) Pusat; 
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Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang 

Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan clan 

Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku 

Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4849); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5223); 

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang 

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 

1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3760); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang 

Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang 

Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4227); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang 

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5731); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata 

Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4995); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5093); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5208); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang 

Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109); 

15. Peraturan Pemeritah Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5884); 

16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 
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17. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 

2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan 

Kerja Pelayaran; 

19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 

2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi 

Keselamatan Pelayaran; 

20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi; 

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1184); 

22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran 

Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 627); 

23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 

tentang Organisasi dan Tata Keija Kantor Otoritas 

Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 628); 
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24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran 

dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi clan Tata 

Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1183); 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 

tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada 

Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1350); 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 

Tahun 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara 

Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 200); 

27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 

2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan 

Berlayar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1913); 

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2014 

tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan Negara 

Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1053); 

29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 

2015 tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan 

Kapal dan Barang di Pelabuhan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1549); 


